1959;

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 21 TAHUN 1959 (21/1959)
TENTANG
VEMPERBERAT ANCANVAN HUKUVAN TERHADAP TI1 NDAK Pl DANA EKONOM

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang

bahwa ancaman- ancaman hukuman terhadap tindak-tindak pidana
ekonom yang sanpai sekarang berlaku dirasakan ringan dan
karena itu perlu diperberat;

bahwa karena keadaan yang nendesak soal tersebut perlu segera
di atur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

Undang- undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun
1955 No. 27), sebagainmana ditanbah dengan Undang-undang
Darurat No. 8 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958 No. 156)
dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tentang wewenang Jaksa
Agung/ Jaksa Agung Tentara dan tentang nenperberat ancaman
hukuman terhadap tindak pidana yang nenbahayakan pel aksanaan
per | engkapan sandangpangan;

pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

Mendengar : Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 27 Oktober

Menmut uskan:

Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang nenperber at
ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonom .

(1)

(2)

Pasal 1|.

Pel anggar ti ndak pi dana ekonom seperti di maksud dal am Undang-
undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun 1955
No. 27) sebagai ditanbah dengan Undang-undang Darurat No. 8
tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958 No. 156) di hukum dengan
hukuman penjara atau hukuman kurungan sel ama-|amanya seperti
di t et apkan dal am Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda
setinggi-tingginya 30 kali jumiah vyang ditetapkan dal am
Undang- undang Darurat tersebut diatas.

Ji kalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat neninbul kan
kekacauan dibidang perekonoman dalam nasyarakat, maka
pel anggar di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seurmur hidup atau hukuman penjara senentara sel ama-| amanya 20
tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jum ah yang
dit etapkan dal am Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat



(1).
Pasal 11.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopenber 1959
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEKARNG

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopenber 1959,
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCOR 21 TAHUN 1959
TENTANG
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TI NDAK Pl DANA EKCONOM .

Tel ah nenj adi kenyataan bahwa ancanman- ancanman hukum terhadap
ti dak pi dana ekonom dal am per at ur an-peraturan yang sanpai sekarang
masi h berl aku, dirasakan masih ringan bila dibandi ngkan dengan
aki bat - aki bat yang ditinbul kannya, ialah kekacauan ekonom dal am
masyar akat. Apalagi dewasa ini, dimana kemaknuran rakyat |ebih
di ut amakan, maka sel ayaknyal ah segala tindak pidana yang sengaja
atau tidak sengaja dilaukan, hingga dapat neni nbul kan kekacauan
di bi dang per ekonom an dal am masyar akat, harus di cegah atau seti dak-
ti daknya di kurangi .

Jal an satunya untuk nel aksanakan pencegahan itu ialah
nmenper berat hukuman- hukuman terhadap tindak pidana ekonom . Dengan
mengancankan hukuman mati, atau hukuman penjara seunur hidup atau
hukuman penj ara senentara sel ama-| amanya 20 tahun dan di sanping itu
nmenper berat hukuman denda dengan tiga puluh kali junmiah yang
di t et apkan dal am per at ur an- perat uran nengenai tindak pidana ekonom
yang tel ah ada, naka tindak-tindak ekonom itu nudah-nudahan dapat
di cegah atau di kur angi



Menur ut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ada kemungki nan
untuk hakim untuk nmemlih antara hukuman badan atau denda atau
nmenj at uhkan kedua-dua hukuman itu; menurut Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang 1ini hakim harus nenjatuhkan kedua-dua
hukuman it u.

Ter masuk Lenbaran- Negara No' 130 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Miuda Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQO
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/ 130; TLN NO 1902



